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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU, PENILIK
DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
~memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa Pemberian
TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi,
pamong belajar, dan penilik diatur dengan Peraturan
Bupati tersendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Bagi Guru, Penilik, dan Pamong Belajar di Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Seri D Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2};

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14,
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Menetapkan

13.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2020
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2020(Berita Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU, PENILIK DAN
PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

mah

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pemalang.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan
yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Guru adalah Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi.
Penilik adalah Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan yang tidak mendapatkan Tunjangan
Profesi.

Pamong Belajar adalah Pamong Belajar di Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak
mendapatkan Tunjangan Profesi.

Atasan adalah setiap PNS yang karena pangkat
dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi
daripada PNS yang lain.
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BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatan kinerja,
displin dan semangat kerja.

Pasal 3

TPP bagi Guru, Penilik dan Pamong Belajar diberikan

sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4

(1) Guru, Penilik dan Pamong Belajar yang menjalani cuti di
luar tanggungan negara atau cuti besar sebelum tanggal
15, maka TPP dihentikan mulai bulan cuti.

(2) Guru, Penilik dan Pamong Belajar yang menjalani cuti
di luar tanggungan negara atau cuti besar setelah
tanggal 15, maka TPP dihentikan mulai bulan
berikutnya.

(3) Bagi Guru, Penilik dan Pamong Belajar tidak dapat
menjalankan tugas karena cuti sakit tetap diberikan TPP.

Pasal 5

(1) Guru, Penilik dan Pamong Belajar yang melaksanakan
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan maka TPP
dihentikan mulai bulan ketujuh.

(2) Guru, Penilik dan Pamong Belajar yang menjalani bebas
tugas, maka TPP dihentikan sejak tanggal penetapan
bebas tugas tersebut.

Pasal 6

(1) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari
tahun berikutnya.

(3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan
mulai bulan Januari 2020.

Pasal 7

(1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
a. meninggal dunia;
b. mutasi keluar Daerah;
c. pensiun; dan
d. diberhentikan dari PNS.

(2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan
atau surat keputusan.
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU, PENILIK DAN
PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARAN TPP

BERDASARKAN NAMA JABATAN

NO NAMA JABATAN TPP (Rp.)
1. GURU - 250.000
2. PENILIK 500.000
3. PAMONG BELAJAR 500.000

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABURA ] EN PEMALANG

TO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006
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BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. '

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

NIP. 19650218 199203 1 006



